

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Siklus tahunan isu perburuhan Indonesia terus berulang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Oktober-November, suhu politik perburuhan Indonesia menghangat akibat perdebatan soal upah, tepatnya soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Perdebatan tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sering berujung adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Unjuk rasa yang terus berulang setiap tahun untuk isu yang sama, jelas menunjukkan ada persoalan serius tentang upah ini. Tiga pihak yang terkait di dalam permasalahan ini yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh, agaknya melihat persoalan ini dengan cam pandang yang berbeda sehingga sulit menemukan titik temu. Pekerja/buruh melihat dengan kacamata pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak, pengusaha melihat dengan kacamata Biaya Buruh,

sedangkan Pemerintah melihat dengan kacamata daya saing untuk menarik investasi.

Dampak adanya unjuk rasa bukan hanya akan mengganggu stabilitas produksi ditingkat perusahaan, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap jalannya roda ekonomi secara umum, sebagai contoh jika terjadi unjuk rasa maka jalan raya akan macet, sehingga bukan hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga kondusivitas daerah tersebut menjadi terganggu yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya perekonomian daerah tersebut.

Dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan". Pernyataan dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara wajib menjamin agar seluruh rakyat dapat hidup layak. Adanya bermacam tingkat pendidikan serta adanya kemampuan ekonomi yang berbeda dalam masyarakat menyebabkan adanya perbedaan cara berpikir dan cara pandang dalam masyarakat. Semua hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai bermacam jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari petani, nelayan, pegawai negeri (PNS) termasuk didalamnya TNI dan POLRI, dan juga tidak sedikit yang menjadi pekerja/buruh pabrik.

Pekerjaan yang berbeda membuat penghasilan yang berbeda sehingga membuat tingkat pemenuhan hidup yang berbeda pula bagi setiap individu masyarakat. Sebagai contoh sederhana adalah orang yang bekerja sebagai operator dengan orang yang mempunyai jabatan akan mempunyai tingkat pemenuhan kehidupan yang berbeda meskipun sama-sama bekerja sebagai pekerja/buruh pabrik. Padahal kebutuhan dasar antara individu yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, kebutuhan dasar tersebut antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan yang lainya. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika upah yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran nil setiap individu terrnasuk didalamnya untuk kebutuhan keluarganya (anak dan istri/suami).

Khusus tentang upah bagi pekerja/buruh pabrik seolah selalu menjadi permasalahan rutin setiap tahunnya yang tidak kunjung selesai dan selalu memberikan dampak yang cukup luas, baik bagi pekerja/buruh dan pengusaha pada khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya Salah satu dampak yang setiap tahun muncul adalah adanya unjuk rasa (demontrasi) yang dilakukan oleh pekerja/buruh dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan upah, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Implementasi amanah UUD 1945 dalam mewujudkan penghidupan yang layak, khususnya bagi pekerja/buruh, maka pemerintah membuat kebijakan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya, hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam konsideran huruf (d) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Dari uraian diatas, ada hal mendasar yang perlu diketahui terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan perjanjian kerja dan upah itu sendiri?. Menurut KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain si majikan untuk sesuatu waktu tertentu,melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan perjanjian kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, kewajiban para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 dinyatakan: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atauakan dilakukan". 
 Sedangkan dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara jelas tentang definisi upah.

Dari pengertian tentang upah diatas mengandung beberapa unsur, diantaranya: bahwa upah adalah harus dalam bentuk uang, dan ditetapkan serta dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum tentang upah adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 90 ayat (1), yang berbunyi: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89".

Jika melihat dari paparan diatas, maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tentang upah minimum cukup pantas diangkat sebagai objek penelitian dalam tugas akhir ini, karena meskipun telah ada peraturan perundang — undangan yang mengatur tentang tata cara penetapan dan pelaksanaan upah minimum, tetapi ternyata tiap tahun masih saja terjadi permasalahan yang berkaitan tentang upah minimum. Jadi saat ini masalah upah minimum bukan hanya sekedar menjadi isu dari pabrik satu ke pabrik lain, tetapi saat ini telah menjadi isu publik yang layak dijadikan sebagai bahan kajian. Untuk membatasi ruang lingkup bahasan agar menjadi lebih fokus dan terarah, maka penulis akan menjadikan kota Cimahi sebagai wilayah penelitian dalam penulisan tugas akhir ini. Hal tersebut penulis lakukan bukan tanpa alasan, sebab kota Cimahi adalah salah satu kota yang padat industri di wilayah Bandung Raya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengangkat dan menulis penelitian dengan judul:
"ANALISIS TENTANG UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN (UMK) SEBAGAI UPAH TERENDAH BAGI PEKERJA/BURUH BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 561/Kep.1581-Bangsos/2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015 ".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Jawa Barat Tahun 2015?
2. Bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor:561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Jawa Barat Tahun 2015?

3. 
Bagaimana cara mengatasi permasalahan berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji cara mengatasi permasalahan berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami Hukum Ketenagakerjaan, khususnya tentang penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana hukum melindungi pekerja/buruh dalam bidang Ketenagakerjaan khususnya tentang upah.
2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kuliah serta melatih cara berpikir mahasiswa dalam memecahkan masalah, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

b. Diharapkan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam bidang Ketenagakerjaan (pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah).
E. Kerangka Pemikiran
Salah satu hak bagi warga negara adalah mendapatkan kesejahteraan, hal ini telah dirumuskan dalam dasar negara kita terutama dalam sila ke lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mana salah satuindikatornya adalah mendapat penghidupan yang layak, hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan", hal ini membuktikan bahwa setiap orang berhak untuk hidup layak tanpa kecuali, termasuk di dalamnya para pekerja/buruh seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas.

Adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, khususnya dalam hal ini tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya termasuk tentang upah, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena dalam konstitusi juga telah dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Secara umum negara hukum dapat diartikan bahwa negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.
Menurut Achmad Ali dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, tujuan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif - normatif atau yuridis — dogmatik,

    dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya. 

2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan untuk rakyat.
 Peraturan tentang perlindungan upah sendiri sesungguhnya bukan hanya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tetapi telah diamanatkan oleh konstitusi kita yaitu UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Definisi hubungan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam dalam Pasal 1 butir (15) yang menyatakan: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". Dalam hubungan kerja, pada kenyataanya pekerja/buruh mempunyai dua sisi berlainan, yaitu satu sisi dari segi yuridis, pekerja/buruh adalah orang yang bebas, karena prinsip Negara kita menjamin kebebasan setiap warga negara dan melarang adanya perbudakan, tetapi disisi lain jika dilihat dari segi sosiologis pekerja/buruh adalah orang yang tidak bebas, karena sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan untuk biaya hidupnya, pekerja/buruh yang bekerja padapengusaha harus tunduk terhadap syarat-syarat kerja yang telah ditentukan oleh pengusaha. Selama segala sesuatu mengenai hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha diserahkan kepada kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dan pemerintah, maka akan sulit tercapai keseimbangan kepentingan kedua belah pihak dan rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dalam bidang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu adanya pihak sebagai penyeimbang, dalam hal ini pemerintah untuk membuat peraturan dan melakukan tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah dalam hal ini pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya, salah satunya upah pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1) dinyatakan: "Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua". Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara langsung untuk menentukan upah yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) yang berbunyi : "Perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah". Bukti lain bahwa upah yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya adalah tanggung jawab pemerintah adalah Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal tersebut dinyatakan : "Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Upah merupakan hak buruh sebagai akibat adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam pengupahan ada asas umum yang berlaku yaitu asas No Work No Pay, yang artinya pekerja/buruh tidak akan dibayar jika tidak melakukan pekerjaan. Tetapi asas ini tidak berlaku mutlak dalam bidang pengupahan, ada pengecualian dalam pelaksanaannya antara lain saat pekerja/buruh dalam keadaan sakit, cuti, melaksanakan tugas negara dan lain-lain, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab — bab berikutnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tetapi perlu diketahui juga sebagai sejarah hukum bahwa Hukum Ketenagakerjaan dahulunya mengacu kepada KUHPerdata buku ke III, bab VIIA mulai Pasal 1601 sampai Pasal 1617. Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka, sistem Ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk tentang pengupahan mengacu terhadap UU Nomor 13 tahun 2003.Upah menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat(1), upah yang ditentukan oleh pemerintah terbagi atas: upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Sebelum Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan ada tahapan yang harus dilakukan dalam proses penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tahapan tersebut diantaranya adalah melakukan survey pasar tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi dengan perbandingan 2-1-1 (2 dari pemerintah, 1 dari pengusaha, dan 1 dari pekerja). Hasil survey tersebut kemudian ditetapkan sebagai salah satu dasar dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Setelah hasil KHL selesai dibahas dalam rapat pleno, kemudian Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan rapat untuk menentukan UMK. yang akan direkomendasikan kepada Bupati/Walikota, setelah menerima rekomendasi tersebut makaBupati/Walikota akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Fungsi dan tugas Dewan Pengupahan Provinsi adalah pemeriksaan terhadap rekomendasi dari Bupati/Walikota, apakah sudah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika semua tahapan tersebut telah selesai, maka Dewan Pengupahan Provinsi akan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Fakta yang terjadi di lapangan, proses penetapan UMK banyak menemui
hambatan, bahkan tidak jarang pula terdapat indikasi pelanggaran terhadap
tahapan dan mekanisme penetapannya. Tidak hanya berhenti sampai disitu,
setelah UMK ditetapkan oleh Gubernur, dalam prakteknya ditingkat perusahaan
tidak jarang menemui banyak kendala bahkan terdapat pula indikasi pelanggaran
terhadap pelaksanaan UMK tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi
adalah masih ada perusahaan/pengusaha yang tidak mau membayar upah
pekerja/buruh sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur tersebut
dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering digunakan oleh pengusahaadalah bahwa perusahaan mengalami kemunduran dan UMK yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga pengusaha tidak mampu untuk membayar upah sesuai yang ditetapkan pemerintah. Padahal UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan tegas dan jelas bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah kepada pekerja/buruh lebih rendah dan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89".

Sebagai bentuk perlindungan bagi perusahaan/pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan, pemerintah telah memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara pengusaha diperbolehkan melakukan penangguhan, hal ini didasarkan pada Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan". Sementara tata cara dan sistem penangguhan UMK telah diatur melalui Keputusan Menteri, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (3) yang berbunyi: "Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri".

Berbagai bentuk pelanggaran terhadap proses penetapan dan pelaksanaan UMK sebenarnya dapat dihindari dan diminimalisasi jika semua pihak terkait mau berpegang dan melaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada secara konsekuen, selain itu yang tidak kalah penting adalah peran aktif dan pemerintah, karena pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan dan penegakan terhadap Hukum Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.
F. Metode Penelitian
Metode adalah cara/jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, pemahaman, tentang sesuatu yang dituju dan diarahkan secara tepat, sedangkan penelitian (menurut kamus besar bahasa Indonesia: 1991) adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui metode sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analisis, penelitian deskriptif yaitu: penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang maksudnya agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau menemukan teori-teori yang baru.

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang mekanisme penetepan dan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan pelaksanaannya dalam praktik mengenai permasalahan tersebut.
2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Tahapan Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menetapkan tujuan yang jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menelusuri data sekunder yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berasal dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, mengacu pada buku-buku yang berkaitan Hukum Perikatan, Hukum Ketenagakerjaan, dan lain-lain, sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.
c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, dan bahan lain baik dalam bidang hukum maupun diluar bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian, sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti, yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, makalah, media cetak (koran, majalah), dan lain-lain, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang akurat tentang hasil penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan ini lebih melihat permasalahan yang diteliti seputar pada peraturan perundang-undangan, yaitu korelasi antar peraturan perundang-undangan yang ada dan kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.
5. Alat  Pengumpul Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah alat tulis dimana peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (komputer), untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode Yuridis-Kualitatif, dimana data yang diperoleh menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan yang ada sebagai hukum positif :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

2. Bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

3. Kepastian hukum, artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah.

7. Lokasi Penelitian

1. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, J1. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Kantor Disnakertransos (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial), Gedung Perkantoran Pemkot Cimahi, J1. R.H Demang Hardjakusumah Gd. C Lantai 2 Cimahi.
3. Kantor DPW FSPMI (Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Jawa Barat, Jl. H. Haris No. 2i Cimahi.
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